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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan 

wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan 

level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi independent 

community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan 

bukan ditentukan dari atas ke bawah. Dalam era otonomi daerah saat ini, desa 

diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat.
1
 Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus 

urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal 

dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai self governing community 

(komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Kaderisasi desa 

menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, 

mandiri dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas 

masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di 

dalam pengelolaan desa secara demokratis.
2
 

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis 

dalam memberikan kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan 

                                                             
1
 Budi Suryadi, Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep, (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2007), 102. 
2
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1983), 54. 
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kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah, sebenarnya 

secara konsep mengandung prinsip atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kemudian dirumuskan dalam kebijakan 

otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar 

demokrasi, kesetaraan dan keadilan disertai untuk kesadaran akan 

keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat 

Bhineka Tunggal Ika. Otonomi daerah dan demokrasi merupakan dua konsep 

yang harus berjalan terpadu untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang ideal, 

mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa.
3
 

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin 

bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung 

aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan 

pemerintahan desa, Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan 

harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai 

kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan 

pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat 

wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-

undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan Pilkades. Sehingga 

seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia Pilkades 

sampai pada pelantikan Kepala Desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan 

                                                             
3
 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Erlangga, 2011), 

64. 
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yang sudah ditetapkan.
4
 Dengan demikian proses pemilihan Kepala Desa akan 

berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan 

masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya Kepala Desa yang baru dan 

dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal 

inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan 

yang kondusif. 

Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah 

peradaban manusia, utamanya sejak zaman yang sering disebut sebagai Yunani 

Kuno. Hal ini terjadi, karena secara faktual demokrasi telah menjadi semacam 

spirit radikal-universal bagi individu atau sekelompok individu yang bernaung di 

bawah institusi negara untuk terlibat dalam pergulatan politik dalam rangka 

mewujudkan cita-cita kemanusiaan universal. Pemilihan Umum (Pemilu) 

merupakan wujud dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana dalam 

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa “Setiap warga 

negara berhak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak 

melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5
 Di Indonesia, sejak 

masa pemerintahan kolonial sampai Orde Baru kedaulatan rakyat dalam Pilkada 

dimonopoli oleh elit politik, karena rakyat tidak dapat memilih kepala daerah dan 

wakil kepala daerah secara langsung. Elit pusat dan daerah mempermainkan 

                                                             
4
 Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amin Rais, (Bandung: 

Mizan Publika, 2005), 24. 
5
 https://www.komnasham.go.id/file/uu-nomor-39-tahun-1999, (26/8/2017). 
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kedaulatan rakyat untuk kepentingan jangka pendek. Fenomena tersebut berakhir 

dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal tersebut 

merupakan tonggak baru penegakan kedaulatan rakyat daerah di Indonesia.
6
 

Pada negara kita adalah negara demokrasi, cita-cita kita semua tentunya 

tidak perlu dipersoalkan lagi. Dari sudut pandang demokrasi adalah suatu kategori 

yang dinamis. Demokrasi senantiasa bergerak atau berubah, kadang-kadang 

mundur dan kadang-kadang maju. Mengutip dari buku Nurcholis Madjid yang 

dikatakan oleh Willy Eichler, demokrasi akhirnya menjadi sama dengan 

demokratisasi. Karena suatu negara dapat disebut demokratis jika terdapat proses-

proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam pelaksanaan 

nilai-nilai demokrasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu 

maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Chek Lists yang dapat 

digunakan untuk mengukur maju-mundurnya demokrasi ialah seberapa jauh 

bertambah atau berkurangnya kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan 

pendapat, berserikat dan berkumpul. Masing-masing dari ketiga pokok itu dapat 

dirinci lebih lanjut dalam kaitannya dengan berbagai bidang kehidupan 

perorangan dan kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akademik, 

dan kehukuman.
7
 Ikatan batin pada nilai-nilai demokrasi akan tanggungjawab 

bersama dengan tidak menyerahkan masalah yang menyangkut kepentingan 

                                                             
6
 Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6. 

7
 Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999), 101. 
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masyarakat semata-mata pada kemauan seorang tokoh merupakan iktikad yang 

baik, tetapi ada mekanisme umumnya dalam tataran sosial politik yang 

partisipatif. Pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat 

daripada kepentingan pribadi.
8
 

Dalam pembaharuan pemerintahan, tujuan daripada terbentuknya 

pemerintahan adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan masyarakat. 

Masyarakat yang bebas dari rasa takut, komunitas yang sejahtera dan terhindarkan 

dari ancaman kerusakan lingkungan hidup, masyarakat yang mampu mengakses 

pada berbagai fasilitas yang tersedia, serta berbagai keinginan lain yang 

merupakan tuntutan hidup manusia dalam suatu komunitas. Di Indonesia upaya 

untuk mencapai masyarakat yang sejahtera masih terus dihadapkan kepada 

berbagai kendala dengan segala aspeknya yang sangat menghambat laju 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan proses perubahan sistem sentralisasi ke arah 

desentralisasi berbagai kewenangan dari pusat ke daerah.
9
 

Pentingnya kesadaran kemajemukan tidak sekedar pengakuan akan 

kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran kemajemukan 

menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan menghendaki secara 

aktif. Seseorang akan menyesuaikan diri pada cara demokratis jika ia mampu 

disiplin ke arah jenis persatuan dari kesatuan yang diperoleh melalui penggunaan 

kreatif dari dinamika dan segi-segi positif dalam kemajemukan masyarakat. 

                                                             
8
 Ibid, 102. 

9
 Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari 

Pandangan Al-Quran, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 140. 
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Masyarakat yang berpegang teguh pada pandangan hidup demokratis dengan 

sendirinya memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas. 

Pandangan seperti itu menuntut masyarakat agar hidup berdemokrasi untuk 

menuntut moral pribadi yang tinggi yang dikenal dengan “syura”. Semangat 

syura atau musyawarah menghendaki dan mengharuskan adanya keinsyafan dan 

kedewasaan dengan tulus menerima kemungkinan kompromi bahkan dalam hal 

“kalah suara”. Nabi Muhammad misalnya, dalam suatu musyawarah untuk 

menentukan strategi menghadapi serbuan kaum kafir Makkah mengalami 

kekalahan suara, dan beliau dengan tulus serta teguh menerima keputusan orang 

banyak dan dalam proses pelaksanaannya beliau menolak “second thought” yang 

dikemukakan oleh sahabat.
10

 

Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima 

kemungkinan terjadinya “partial finctioning of ideals”, yaitu pandangan dasar 

bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau 

kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip 

demokrasi dan syura ialah kesediaan untuk kemungkinan menerima bentuk-

bentuk kompromi atau ishlah. Korelasinya yang lain ialah seberapa jauh kita 

dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, 

menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih 

baik. Dalam masyarakat yang belum terlatih benar untuk berdemokrasi sering 

                                                             
10

 Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999),106. 
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terjadi kejumbuhan antara mengkritik yang sehat dan bertanggungjawab dengan 

menghina yang merusak dan tanpa tanggungjawab.
11

 

Dalam hal ini penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian 

“Analisis Pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan 

Tanjungbumi Bangkalan Menurut Konsep Syura”. Adanya persamaan di antara 

demokrasi dan syura merupakan persoalan-persoalan masyarakat itu 

dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat itu dapat 

diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, bisa melalui perwakilan. 

Pemufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang juga jujur 

dan sehat. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan 

menjalankan sesi permusyawaratan yang jujur dan sehat itu untuk mencapai 

kemufakatan yang juga jujur dan sehat. Pemufakatan yang dicapai melalui 

“engineering”, manipulasi atau taktik-taktik yang sesungguhnya hasil sebuah 

konspirasi bukan saja merupakan pemufakatan yang curang, cacat atau sakit, 

malah dapat disebut sebagai pengkhianatan pada nilai dan semangat demokrasi. 

Karena itu faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial 

yang baik untuk semua merupakan hal yang sangat pokok. Faktor ketulusan itu, 

yang telah disinggung, mengandung makna pembebasan diri dari vested interest 

yang sempit. Prinsip ini pun terkait dengan paham musyawarah. Musyawarah 

yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau 

kelompok yang bersangkutan mempunyai kesediaan psikologis untuk melihat 

                                                             
11

 Ibid, 107. 
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kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan setiap orang pada 

dasarnya baik, berkecenderungan baik, serta beriktikad baik juga.
12

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah berikut: 

1. Pengertian Desa 

2. Pengertian Demokrasi 

3. Pengertian Syura 

4. Letak Geografis Desa 

5. Proses Pilkada Menurut UU 

6. Syarat Menjadi Calon Kepala Desa 

7. Proses Pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru 

8. Analisa Hukum Islam ditinjau dari Konsep Syura 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah dalam studi lapangan, maka diperlukan 

adanya batasan masalah, agar pembahasan lebih terfokus sebagai berikut: 

1. Nilai demokrasi dalam Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan 

Tanjungbumi. 

2. Tinjauan konsep Syura terhadap Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru 

Kecamatan Tanjungbumi. 

                                                             
12

 Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari 

Pandangan Al-Quran, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 243. 
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D. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat drumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Praktik Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung 

Bumi Kabupaten Bangalan? 

2. Bagaimana Menurut Konsep Syura dalam Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru 

Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan? 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari pengertian yang rancu dalam penelitian ini, maka 

perlu diuraikan mengenai pengertian dan penjelasan tentang penelitian Analisis 

Pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi 

Kabupaten Bangkalan Menurut Konsep Syura: 

1. Desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan 

masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi 

perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. 

2. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa 

dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah 

atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan 

desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 
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3. Proses pencalonan Kepala Desa merupakan proses yang harus dijalani 

sebelum sampai pada proses pemilihan secara langsung yang dilaksanakan 

oleh masyarakat. 

4. Studi lapangan ini memakai metode kualitatif yang akan mendalami kasus 

tertentu dan melibatkan banyak informan serta sumber dari buku, jurnal, dan 

artikel. 

5. Konsep Syura dalam Islam berasal dari kata kerja syawara-yusyawiru yang 

berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. 

Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata syawara adalah tasyawara, artinya 

berunding, saling bertukar pendapat: syawir, yang artinya meminta pendapat 

atau musyawarah.
13

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan 

Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. 

2. Untuk  memahami bagaimana menurut Konsep Syura dalam Pilkades 2016 di 

Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan. 

                                                             
13

 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 

2000), 18. 
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G. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

wawasan keilmuan, khususnya tentang Pilkades dan memahami nilai-nilai 

demokrasi menurut tinjauan konsep syura. Selain itu, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan hipotesis dalam menyusun penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

bagi masyarakat agar dapat dijadikan acuan dalam proses Pilkades. 

H. Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (studi 

lapangan), antara lain: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait 

dengan pokok-pokok permasalahan, sebagai berikut: 

a. Data tentang konsep syura sebagai tinjauan hukum Islam dalam 

pelaksanaan Pilkades. 

b. Data tentang nilai-nilai demokrasi sebagai prinsip-prinsip pemilihan 

secara langsung di Desa Telaga Biru. 
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c. Data hasil wawancara terhadap informan serta para pelaku-pelaku yang 

bermain dalam pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru. 

2. Sumber Data 

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian, maka dalam 

penelitian ini dapat diperoleh dari dua sumber, antara lain: 

a. Sumber Primer 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari berbagai informan, antara lain: tokoh Agama di desa, 

masyarakat desa, para Calon Kepala Desa, panitia pelaksanaan Pilkades 

2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan. 

b. Sumber Sekunder 

Literatur yang berhubungan dengan pembahasan mengenai 

Analisis Pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Menurut Konsep 

Syura, antara lain: buku, jurnal, artikel dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan teknik sebagai berikut: 

a. Dokumen, merupakan sumber data resmi yang berkaitan dengan letak 

geografis desa, lokasi penelitian, dan lain-lain. 

b. Wawancara, mengadakan wawancara dan tanya-jawab secara langsung 

dengan para informan untuk menggali data yang berkaitan dengan 

permasalahan. 
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4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok 

masyarakat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada 

tidaknya suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
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 Jadi penelitian 

ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil penelitian di lapangan tentang 

“Analisis Pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan 

Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan Menurut Konsep Syura”. 

I. Sistematika Pembahasan 

1. Bab pertama berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. Bab kedua berisi tentang kerangka teori dalam pelaksanaan pilkades 2016 

yang membahas pengertian demokrasi, ruang lingkup demokrasi, prinsip 

demokrasi, pengertian syura, pengertian ruang lingkup syura dalam 

pelaksanaan pilkades 2016 di Desa Telaga Biru. 

3. Bab ketiga menjelaskan tentang lokasi dan lain-lain di Desa Telaga Biru 

Kecamatan Tangjungbumi.  
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4. Bab keempat berisi hasil penelitian di lapangan dengan judul “Analisis 

Pelaksanaan Pilkades 2016 di Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjungbumi 

Kabupaten Bangkalan Menurut Konsep Syura”. 

5. Bab lima berisi tentang analisis praktik pilkades 2016 di Desa Telaga Biru 

menurut konsep syura. 

6. Bab keenam berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian penulis. 

 


